
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN / PERBAIKAN RUMAH

TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program

1.

pemerintah daerah, khususnya pembangunan rumah tidak
layak huni, diperlukan adanya penyesuaian terhadap nilai
pembangunan rumah yang sesuai dengan kondisi harga
dasar pembangunan rumah tidak layak huni:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu Mengubah Peraturan Bupati
Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kutai Timur,
dengan menetapkanya dalam Keputusan Bupati:

b.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Nomor 5074),

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,



-2-

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3952),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421),

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188):

6.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi

Kabupaten / Kota,

8.
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:

10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14

Tahun 2011 tentang Mekanisme Pelayanan Penyaluran
Stimulan Perumahan Swadaya,

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2015:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5
Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah
Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya
Kabupaten Kutai Timur:

14. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten
Kutai Timur,

15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan / Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten
Kutai Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN / PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kutai Timur diubah sebagai
berikut:

Di dalam ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

PRLH yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin berupa 1

(satu) unit rumah yang nilainya sebesar Rp.55.000.000,- (lima
puluh lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini

diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Agustus 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,

TA —HH

H. ISRAN NOOR


